
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
NOMOR: 02 TAHUN 2010 

TENTANG 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI KOLAKA 

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang 
Milik Negara / Daerah agar sesuai dengan 
peruntukannya perlu pengaturan lebih lanjut. 
a. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a 

tersebut diatas, maka dipandang perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1959, 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK. II 
di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang - undang Nomor : 17 Tahun 2003, 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 



4. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang ­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang - undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang - undang Vomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan . 
Daerah menjadi undang -undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
indonesia Nomor 4548); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintah Dae rah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor : 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor : 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah ; 

13. Peraturan Daerah Nomor : 36 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KOLAKA 

dan 
I 

BUPATI KOLAKA 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
KOLAKA TENTANG PENGELOLAAN 
BARANG MILIK DAERAH 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Kolaka; 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 
emerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

-> Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
oexa; 

-. epala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Kolaka; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kolaka; 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Pemerintah 
Kabupaten Kolaka; 
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• 

7. 

8. 

9. 

10. 

13. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka selaku pengguna barang; 
Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Kolaka; 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten 
Kolaka; ­ 
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang 
Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh 
atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah; 
Pengelolaan Barang Daerah dalam Peraturan Daerah ini, 
meliputi perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, 
pengawasan dan pengendalian; 
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu 
dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 
dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang 
akan datang; 
Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola 
dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
bersangkutan; 
Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah 
yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa, 
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pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun 
serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah 
status kepemilikan; 

15. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh 
pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima 
imbalan uang tunai; 

I6. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 
dan antara Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka 
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada 
pengelola; 

.7. Kerasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang 
Miiik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu 
tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan 
Daerah/Pendapatan Daerah dan sumber pembiyayaan 
lainnye; 

18. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Barang Daerah 
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, 
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk 
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya 
jangka waktu; 

19. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Barang Daerah 
berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan 
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan 
setelah selesai ·penggunaannya diserah untuk 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang disepakati; 
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Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik 
Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat 
Keputusan dari Bupati untuk membebaskan pengguna 
barang dan/atau jasa pengelola barang dari tanggung 
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada 
am penguasaannya; 

2L Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan 
Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari 
penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, 

ibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah 
Daerah; 
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik 
Daerah kepada pihak lain dengan menerima 
penggantian dalam bentuk uang; 
Tukar - menukar/tukar guling adalah pengalihan 
kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara 
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar 
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah 
dengan pihak lain, dengan menerima penggantian 
dalam bentuk barang, sekurang -kurangnya dengan 
ilai seimbang; 
Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar 
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah 
epada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian; 

Pervertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan 
epemilikan Barang Milik Daerah yang semula 

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 
ekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai 

modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik 
egara/Daerah, atau badan hukum lainnya; 
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Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud 
zada ayat (1) meliputi: 
• Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
• Pengadaan; 

Penggunaan; 
- Pemanfaatan; 
e Pengamanan dan pemeliharaan; 
+ Penilaian; 
_ Penghapusan; 

Pemindahtanganan; 
Penatausahaan; dan 

j Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 

BAB II 
PEJABAT PENGELOLA BARANG DAERAH 

PasalS 
pati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang 

Derah. 
Pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Daerah; 

Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau 
pemindahtanganan tanah dan bangunan; 
Menetapkan kebijakan pengamanan Barang Daerah; 
'·1engajukan usu! pemindahtanganan Barang Daerah 
sesuai batas kewenangannya; 

e. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Daerah 
yang memerlukan persetujuan DPRD; 

= :-1enyetujui usul pemanfaatan Barang Daerah selain 
tanah dan/atau bangunan. 
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Pasal 6 
Seiretris Daerah adalah Pengelola Barang Daerah. 
Pengelola Barang Daerah berwenang dan bertanggung 
jwab: 
z Menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan 

Brang Daerah; 
Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang 
Daerah; 

c Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan Barang Daerah; 
Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, 
dan pemindahtanganan Barang Daerah yang telah 
disetujui oleh Bupati; 

e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 
inventarisasi Barang Daerah; 
Melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan Barang Daerah. 

Pasal7 
epal SKPD Pengelola Keuangan Daerah adalah 
coordinator pelapor Barang Daerah; 
Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana 
maksud pada ayat (1) membuat daftar Barang 
Deren; 
epala SKPD Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana 
maksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada 
pengelola Barang Daerah. 

Pasal8 
eala SKPD adalah pengguna Barang Daerah. 
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ea SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
zewenang dan bertanggung jawab: 

= =gajukan rencana kebutuhan Barang Daerah bagi 
satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; 
Mengajukan permohonan penetapan status untuk 
penguasaan dan penggunaan Barang Daerah yang 
peroleh dari beban APBD dan perolehan lainnya 
ang sah; 

- Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang 
Daerah yang berada dalam penguasaannya; 
Menggunakan Barang Daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan 
tgas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; 

e Mengamankan dan memelihara Barang Daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 

+ Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
memerlukan persetujuan DPRD darn Barang Daerah 
slain tanah dan bangunan; 

- enyerahkan tanah dan bangunan yang tidak 
di manfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya 
kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah; 

akukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengunaan Barang Daerah yang ada dalam 
penguasaannya; 

+en usun dan menyampaikan Laporan Barang 
ngguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang 

Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam 
penguasaanya kepada pengelola Barang Daerah. 
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Pasal 9 

Pegzwai yang ditugaskan oleh pengguna barang 
asing - masing SKPD adalah pemegang barang; 

Pemegang barang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) 
zetges menerima, menyimpan dan mengeluarkan 

=rag yang ada dalam pengurusannya atas perintah 
Penggna Barang Daerah. 

BAB III 
PER.ENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

Bagian Pertama 
Perencanaan 

Pasa! 10 

~ti enyusun standarisasi sarana atau prasarana 
per«antoran Pemerintahan Daerah dan standarisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tetapkan dengn Keputusan Bupati. 
eputsan Bupal sebagaimana dimaksud ayat (2) 
erbitan setiap tahun untuk dipedomani dalam 

snap RKA-SKPD. 

Pasal 11 

-rencnaan kebutuhan Barang Daerah disusun dalam 
A-SKPD setelah memperhatikan ketersediaan Barang 

Drat yang ada pada tiap SKPD. 
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rngan kepada pihak tertentu dengan cara dan 
=zzasa apapun; 
abel berarti, harus mencapai sasaran baik fisik, 

maupun manfaat bagi kelancaran 
eesaar tugas umum pemerintahan dan pelayanan 
=esyrakat sesuai dengan prinsip -prinsip serta 
retuan yang berlaku dalam pengadaan 
zerang/jasa. 

Pegacdaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diasenakan oleh panitia pengadaan barang/jasa 

yang ditetapkan dengan Bupati. 

Pasal 15 
zuran mengenai pengadaan tanah dilaksanakan 

sesai dengan peraturan perundang - undangan. 
«er=ntuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan 
gadaan Barang Daerah selain tanah diatur dengan 
Pearan Perundang-udangan. 

BABV 
PENGGUNAAN 

Pasal 16 
penggunaan Barang Daerah ditetapkan oleh 

Sus penggunaan Barang Daerah sebagaimana 
raksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai 

= Pengguna barang melaporkan Barang Daerah yang 
rerimanya kepada pengelola barang disertai 
engan usul penggunaan; 
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Pasal 18 

Satus tanah dan bangunan yang digunakan untuk 
enentingan penyelenggaraan tugas pokok den fungsi 

5PD tidak dapat dipindahtangankan atau dihapuskan 
sebagai Barang Daerah. 
Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau 
angunan yang tidak digunakan lagi dalam 
eyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada 

=± melalui pengelola Barang Daerah. 

Pasal 19 

menetapkan Barang Daerah berupa tanah dan 
nan yang harus diserahkan oleh pengguna barang 

gaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2). 
la menetapkan barang penyerahan sebagaimana 

pada ayat (1) pengelola barang 
perhatikan hal-hal sebagai berikut : 

Stendar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk 
merelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan 
ngsi SKPD yang bersangkutan; 

Pengelola barang meneliti laporan sebagaimana 
aksud pada huruf a dan mengajukan usul 

pe nggunaannya kepada Bupati untuk ditetapkan 
status penggunaannya. 

Pasal 17 

3= 3c Daerah yang dapat ditetapkan status penggunaannya 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk 

creasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan 
mum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
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audit atas penggunaan. 
ncz lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah 

at bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
_, meiputi hal - hal sebagai berikut: 

ttapkan status penggunaannya untuk 
perelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD 

-anfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang 

p dahtangankan. 

Pasal20 

Pgguna Barang Daerah yang tidak menyerahkan 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan 

srega mana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) kepada 
dikenakan sanksi berupa pembekuan dana 

zemeinharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. 
dan/atau bangunan yang tidak digunakan 

serageimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan 
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BAB VI 
PEMANFAATAN 

Bagian Pertama 
Kriteria Pemanfaatan 

Pasal 21 

Barang Daerah berupa tanah dan/atau 
hgaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 
akan oleh pengelola barang setelah 
rsetujuan Bupati. 



Barang Daerah berupa tanah dan/atau 
yang diperlukan untuk menunjang 

zenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna 
-ng dilakukan oleh pengguna barang dengan 

sejuan pengelola barang. 
e -fatan Barang Daerah selain tanah dan/atau 
arc an dilaksanakan oleh pengguna barang dengan 

uan pengelola barang. 

er aatan Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan 
ae-cangan teknis dengan memperhatikan 
«eet- an daerah dan kepentingan umum. 

Bagian Kedua 
Bentuk Pemanfaatan 

Paragraf 1 

Sewa 

Pasal22 

Penyewaan Barang Daerah dilaksanakan dengan 
=K: 

Penyewaan Barang Daerah atas tanah dan/atau 
bangunan yang sudan diserahkan oleh pengguna 
barang kepada Bupati; 
Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan 
rang masih digunakan oleh pengguna barang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2); 
- Penyewaan atas Barang Daerah selain tanah 

dan/atau bangunan. 
-rewaan atas Barang Daerah sebagaimana dimaksud 

=da ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola 
=-2ng setelah mendapat persetujuan bupati. 



=an ates Brang Daerah sebagaimana dimaksud 
vat 1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh 

e brang setelah mendapat persetujuan dari 

Pasal23 
Derrah dapat disewakan kepada pihak lain 

5=,a uu =enguntungkan Daerah. 
e penyewaan Barang Daerah paling lama 5 

dan dapat diperpanjang. 
=er=en formula besaran tarif sewa dilakukan oleh 

fizksanakan berdasarkan surat perjanjian 
=, yang sekurang-kurangnya memuat : 

her-_hak yang terkait dalam perjanjian ; 
atau jumlah barang, besaran sewa, dan 

jawab penyewa atas biaya operasional 
e=elaraan selama jangka waktu penyewaan; 

merupakan pendapatan daerah dan 
b disetor ke Rekening Kas Umum 

Paragraf 2 

Pinjam Paai 

Pasal 24 
barang daerah dilaksanakan antara 

da Pemerintah Daerah dan/atau antar 

aw pinjam paka Barang Daerah paling lama 
-- pat diperpanjang. 
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rang Daerah sebgaimana dimaksud pada 
akan berdasarkan surat perjanjan yang 

5rang-icurat jnya memuat : 
ng terkait dalam perjanjian; 
u jumlah barang yang dipinjamkan dan 

• 
ab peminjam atas biaya operasional 

raan selama jangka waktu perjanjian; 
yang dianggap perlu. 

ara aeaian bagaimana dimaksud pada ayat (3) 
h pengelola barang dengan pihak 
m pakai. 

Pasal25 

pakai barang sebagaimana dimaksud 
1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

ngkan dalam Serita Acara. 

Paragraf 3 
Kerjasama Pemanfaatan 

Pasal26 
peanfaatan Barang Daerah dengan pihak lain 

daiam rangka: 
Mengoptimalkan daya barang daerah; 
Meningiatkan penerimaan Pendapatan Daerah. 

Pasal 27 
4=asea pemanfaatan Barang Daerah dilaksanakan 
can bentuk: 

erjesema pemanfaatan Barang Daerah atas tanah 
tau bangunan yang sudah diserahkan oleh 

egguna barang kepada Bupati; 
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zesea pemanfaatan atas sebagian tanah 
masih digunakan oleh 

cerang; 
pemanfaatan atas Barang Daerah selain 

atau bangunan. 
pemanfaatan atas Barang Daerah 

dimaksud dalam ayat (1) huruf a 
'eh pengelola barang setelah mendapat 

upati. 
pemanfaatan atas Barang Daerah 
dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan 

ksanakan oleh pengguna barang setelah 
tujuan pengelola barang. 

Pasal 28 

erjasama pemanfaatan atas Barang Daerah 
iaisarakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

idak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam 
nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk 

memenuhi biaya 
perasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan 
terhadap Barang Daerah yang dimaksud; 

a kerjasama pemanfaatan melalui tender dengan 
-engikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) 
eseta/' peminat, kecuali untuk Barang Daerah yang 
besfat khusus dapat dilakukan penunjukan 
encsuna: - r 

:: erjasama harus membayar kontribusi tetap ke 
Reining Kas Umum Daerah setiap tahun selama 
ngia waktu pengoperasian yang telah ditetapkan 
an pembagian keuntungan hasil kerjasama 
penanfaatan; 
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esaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 
iertngan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan 
1rT est perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati; 

pernbayaran kontribusi tetap dan pembagian 
«emtngan hasil kerjasama pemanfaatan harus 

persetujuan pengelola barang; 
jangka waktu pengoperasian, mitra 
pemanfaatan dilarang meminjamkan atau 

Barang Daerah yang menjadi obyek 
pemanfaatan; 

tu kerjasama pemanfaatan paling lama 
Puluh) tahun sejak perjanjian 
dan dapat diperpanjang. 

berkenaan dengan persiapan dan 
ierjasama pemanfaatan tidak dapat 

eda Anggaran Pendapatan dan Belanja 

lanjut mengenai pelaksanaan kerja 
sme gearfaatz sebagaimana dimaksud pada ayat 

iatur dengan Peraturan Bupati sesuai 
Perundang - Undangan. 

a a 
Paragraf 4 

Gu na Serah dan Bangun Serah Guna 

Pasal29 
serah dan bangun serah guna Barang 

eksanakan dengan persyaratan sebagal 

memerlukan bangunan dan 
eye+eggeraan pemerintahan daerah 



enan mum dalam rangka 
kok dan fungsi; dan 
a Anggaran Pendapatan 

k penyediaan bangunan dan 

a bangun serah guna Barang 
a dimaksud pada ayat (1) 

gelola barang setelah mendapat 

= penggunaanya ada pada pengguna 
telah direncanakan untuk 

tugas pokok dan fungsi pengguna 
besangkutan, dapat dilakukan bangun 

un serah guna setelah terlebih 
Bupati. 
dan bangun serah guna 

pada ayat (3) dilaksanakan oleh 
n mengikutsertakan pengguna 

pokok dan fungsinya. 

Pasal30 
=naan Barang Daerah sebagai hasil 

= guna serah dan bangun serah guna 
Dupati dalam rangka penyelenggaraan 

SKPD terkait. 

Pasal 31 
mgen Dengur guna serah dan bangun serah 

2aing are > 'tga puluh) tahun sejak perjanjian 

guna serah dan mitra bangun 
an melalui tender dengan 

sekurang-kurangnya 5 (lima) 



yang dianggap perlu. 
gunan bangun guna serah dan 

atas nama Pemerintahan 

- 7a serat dan mitra bangun serah guna 
tetapan, selama jangka waktu 
erus memenuhi kewajiban sebagal 

Marteyer kontibusi ke rekening as umum daerah 
tahun, yang besarannya ditetapkan 

hasil per hitungan tim yang dibentuk 

menjaminkan, mengadaikan atau 
cantangankan obyek bangun guna serah dan 

serah guna; 
obyek bangun una serah dan bangun 

ktu pengoperasian, sebagian Barang 
n guna serah dan bangun serah guna 
kan langsung untuk penyelenggaraan 

fungsi pemerintahan. 
serah dan bangun serah guna 

surat perjanjian yang 
sramg-irangnya memuat : 

terikat dalam perjanjian ; 
una serah dan bangun serah guna ; 
angun guna serah dan bangun serah 

terikat dalarn 

dengan persiapan dan 
easrear pangur guna serah dan bangun serah guna 

arert doebankan pada anggaran pendapatan dan 



Pasal32 
guna serah barang daerah harus menyerahkan 
bangun guna serah kepada Bupati pada akhir 

re wit pengoprasian, setelah dilakukan audit oleh 
arr pengawasan fungsional Pemerintah Daerah. 

Pasal33 
seran guna barang milik Daerah dilaksanakan dengan 

dean sebagai berikut : 
Ma bangun serah guna harus menyerahkan objek 

_n serah guna kepada Bupati segera setelah 
seesainya pembangunan; 

angun serah guna dapat mendayagunakan 
E=rang Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang 
iretapkan dalam surat perjanjian; 
3=tlah jangka vwaktu pendayagunaan berakhir, 

bangun serah guna terlebih dahuiu diaudit 
arerat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah 
sbelum penggunaanya ditetapkan Bupati. 

BAB VII 
PENGAMANAN DAN PEMEUHARAAN 

Bagian Pertama 

Pengamanan 

Pasal 34 

erang, pengguna barang wajib melakukan 
Barang Daerah yang berada dalam 

Barang Daerah sebagaimana dimaksud 
(1) meliputi pengamanan administrasi, 

granan fisik, pengamanan hukum. 
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Pasal35 
rupa tanah harus disertifikatkan atas 
Daerah. 
berupa bangunan harus dilengkapi 

kepemilikan atas nama Pemerintah 

.any Daerat selain tanah dan/atau bangunan harus 
dengan bukti kepemilikan atas nama 

Pecan Daerah. 

Pasal36 
ipemilikan Barang Daerah wajib disimpan dengan = aman. 

Peircanan bukti kepemilikan Barang Daerah 
al@fen oleh pengelola barang. 

Bagian Kedua 
Pemeliharaan 

Pasal37 

ea a barang bertanggung jawab atas pemeliharaan 
5==c Daerah yang ada di bawah penguasaanya. 
eeiharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
zeeomar pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan 
5==n DKPB). 

Barang Daerah dibebankan pada 

Pasal 38 

barang wajib memuat daftar hasil 
barang yang berada dalam 

«errngannya dan melaporkan/menyampaikan daftar 
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aan barang tersebut kepada pengelola 
easer=re berkala. 

- bareng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
munut r aftar hasil pemeliharaan barang yang 

ziam satu tahun anggaran sebagai bahan 
akukan evaluasi mengenai efesiensi 

eeireran Barang Daerah. 

BAB VIII 
PENILAIAN 

Pasal39 
Erang Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan 

Peerintah Daerah, pemanfaatan, dan 
Barang Daerah. 

Pasal40 
Barang Daerah dalam rangka penyusunan 

Pererintah Daerah dilakukan dengan berpedoman 
Antansi Pemerintah (SAP) 

Pasal 41 
Brang Daerah berupa tanah dan/atau 

dalam rangka pemanfaatan atau 
gemicatnganan dilakukan oleh tim dan atau dapat 
me±itarn penilaian indiependen yang ditetapkan oleh 

Piair Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada 
iaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, 

asi terendah menggunakan Nilai Jual Objek 
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e=an modal pemerintah daerah. 
Pasal44 

Barang Daerah sebagaimana 
47 untuk : 

bangunan; 
atau bangunan yang bernilai lebih 

.000,- (Lima Milyar Rupiah) 
h mendapat persetujuan DPRD. 
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5rang Daerah sebagaimana dimaksud 
rerakan oleh Bupati. 

Pasal 42 

5rang Daerah selain tanah dan/atau 
rangka pemanfaatan atau 

gemmcarnganen dilakukan oleh tim dan atau dapat 
penili indiependen yang ditetapkan 

Derang 
Erang Daerah sebagaimana dimaksud pada 

diasanakan untuk mendapatkan nilai wajar. 
iaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud 

dietapkan oleh pengelola barang. 
BAB IX 

PEMINDAHTANGANAN 
Eagian Pertama 

3 r I - Bentuk dan Persetujuan 

Pasa143 

_Rn.dentanganan sebagar tnak la0jut atas 
Earang Daerah meliputi : 



3arang Daerah berupa tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

z dak memerlukan persetujuan DPRD, 

ak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 

karena anggaran untuk 
mmecengun pengganti sudah disediakan dalam 
men penganggaran; 

kan bagi Pegawai Negeri; 
ran bagi kepentingan umum; 

dengan Negara berdasarkan keputusan 
rang telah memperoleh kekuatan hukum 

atau berdasarkan ketentuan perundang­ 
yang jika status kepemilikannya 

jgeunankan tidak layak secara ekonomis. 

Pasal45 

mnemperoleh persetujuan DPRD sebagaimana 
pasal 48 ayat (1) diajukan oleh Bupati. 

Pasal 46 

n barang daerah berupa tanah dan/atau 
secagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2) 

barang setelah mnendapat 

Pasal 47 

barang daerah selain tanah dan/atau 
berilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,­ 

dilakukan oleh pengelola barang setelah 
nesejuan Bupati. 
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Sagian Kedua 
Penjualan 
Pasal 48 

daerah dilaksanakan dengan 

barang daerah yang berlebih atau 

lebih menguntungkan bagi daerah 

peasanaan ketentuan perundang­ 
belaku. 

daerah dilakukan secara lelang, 
tertentu. 

pada ayat (1) 

yang bersifat khusus ; 
lainnya yang ditetapkan lebih lanjut 

barang. 
barang daerah yang bersifat khusus 

drreksud pada ayat (3) huruf a adalah 
yang diatur secara khusus sesuai dengan 

undangan yang berlaku. 

Pasal 49 
daerah berupa tanah dan/atau 

diaisznakar oleh pengelola barang sesuai 
unceng - unangan. 

daerah selain tanah dan/atau 
iiasaraikar oleh pengelola barang setelah 



PasalSO 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 

gan ketentuan sebagai berikut : 
barang daerah dapat mengajukan 
n pembelian kepada Bupati; 
n persetujuan Bupati sebagaimana 

pada ayat (1) pengguna barang 
n usul penjualan kepada pengelola 

barang meneliti dan mengkaji usul 
n yang diajukan oleh pengguna barang 

gan kewenangannya; 
barang mengeluarkan keputusan untuk 

jui atau tidak menyetujui usulan penjualan 
· n oleh pengguna barang dalam batas 

ienangan; 
penjualan yang memerlukan persetujuan 
dan DPRD, pengelola barang mengajukan 

penjualan disertai d~ngan pertimbangan atas 
asten dimaksud. 

oersetujuan pelaksanaan oleh pengelola 
untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada 

uruf e dilakukan setelah mendapat 
en Bupati atau DPRD. 

an barang daerah wajib disetor seluruhnya 
ming kas umum daerah sebagai penerimaan 
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Bagian Ketiga 

Penjualan Kendaraan Dinas 

Pasal51 
a2 Dinas yang dapat dijual terdiri dari : 
=-aan perorangan dinas 

e=raan dinas operasional 
eceraa Dinas operasional sebagaimana dimaksud 

- ruf b terdiri dari : 
n dinas operasional perkantoran 
n dinas operasional khusus 

Pasal 52 
ecraan dinas operasional perkantoran khususnya 
iearaar roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat) yang telah 

5 (Lima) atau karena rusak dan tidak efisien 
keperluan dinas dapat dijual melalui penjualan 

sea_eimana dimaksud pasal 50, kepada pegawai negeri 
ng telah memenuhi masa k~rja sekurang­ 

zngya 10 (Sepuluh) tahun. 
deceraan dinas operasional khusus sebgaimana 
imeisud pada pasal 51 ayat (2) huruf b yang telah 

7 (Tujuh) tahun dan telah ada penggantinya 
usak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan 
apat dijual. 

debieican penetapan umur kendaraan dinas operasional 
aian dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) 

direrapian lebih lanjut oleh Bupati. 
pemegang kendaraan atau yang akan 

memesuii pensiun atau yang lebih senior mendapat 
untuk membeli kendaraan sebagaimana 

iraisud ayat (1). 
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Pasal53 
endaraan dinas sebagaimana dimaksud 

is=or secara bruto ke kas daerah. 
carer as yang telah dijual sebagaimana yang 
diasuctesal 53 dilakukan penghapusan dari daftar 

rah setelah harga penjualan tersebut 

Bagian Keempat 
Penjualan Rumah Dinas 

Pasal54 
mererpian penggunaan rumah dinas sesuai dengan 

undang-undangan 

Pasal 55 
dengan ketentuan : 
nas golongan II yang telah diubah 

nya menjadi rumah golongan III. 
rat dnas golongan III yang telah berumur 10 

atu lebih. 
yang dapat membeli adalah Pegawai 

sere_emana yang dimaksud dalam peraturan 
unceng-undangan yang berlaku sudah 

masa kerja 10 tahun lebih dan belum 
membeli atau memperoleh rumah dinas 
cara apapun dari Pemerintah Daerah 

La = Pemerintah Pusat. 
Pai yang dapat membeli rumah dinas adalah 

dan pemegang surat izin penghunian yang 
dieter«an oleh Bupati. 
gar draksud tidak sedang dalam sengketa. 

¢ 
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, 
es yang dibangun diatas tanah yang tidak 
e Pemerintah Daerah untuk perolehan 

=rs tnah harus diproses tersendiri sesuai 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal56 

urat dinas golongan III beserta atau tidak 
he±ez-ab dtetapkan oleh Bupati berdasarkan harga 

penilaian yang dilakukan oleh panitia yang 
=ngan keputusan Bupati. 

mah dinas golongan III sebgaimana 
irairs.d pada eyat (1) disetor secara bruto ke kas 

Pasal 57 

atas Rumah Dinas dan Pengnapusan dari 
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

periualan rumah dinas tersebut dilunasi. 

Bagian Kelima 
Tukar Menukar 

Pasal 58 

- Barang Daerah diiaksanakan engan 

kebutuhan 
n Pemerintah; 

-isasi Barang Daerah; 
dana dalam APBD 

Brag Daeran dapat dilakukan dengan 
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ez ra Badan Hukum Milik 

asal 59 

==-=b aat berupa : 
telah diserahkan 

=> yang masih digunakan 
tugas pokok dan fungsi 
idak sesuai dengan tata 

araan kota; 
5ea --nai da'atau bangunan. 

anah dan/atau bangunan 
iotiarin ebagaimana dimaksud pade 
en olen Bupati sesuai batas 

dimaksud pada ayat (1) 
gelola barang setelah 

a. 
=na dimaksud pada ayat (1) 

= pengguna barang setelah 
gel0la barang. 

.=an Daeran sebagaimana dimaksud 
- uruf a dan b dilaksanakan 

sebagal berikKut: 
barang mengajukan usul tukar menukar 
atau bangunan kepada Bupati disertai 

sr/pertimbangan, dan kelengkapan data ; 
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ce meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan 
-a tukar menukar tanah dan/atau bangunan 

aspek teknis, ekonomis, dan yuridis; 
ila memenuhi syarat sesuai peraturan yang 

Bupati dapat mempertimbangkan untuk 
dan menetapkan tanah dan/atau 

Iran yang akan dipertukarkan; 
menukar tanah dan/atau bangunan 

isenakan melalui proses persetujuan DPRD 
degan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 44 

dan Pasa I 46 ; 
barang melaksanakan tukar menukar 

degan berpedoman pada persetujuan Bupati; 
Petaisanaan serah terima barang yang dilepas dan 

pengganti harus dituangkan dalam Berita 
cra Serah Terima Barang. 

menukar Barang Milik Daerah sebagaimana 
dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dilaksanakan 

ietentuan sebagai berikut : 
barang mengajukan usulan kepada 
barang disertai alasan/pertimbangan, 

ieengiapan data, dan hasil pengkajjan tim intern 
pengguna barang; 

barang meneliti dan mengkajj 
pertimbangan tersebut dari aspek teknis, 

icois, dan yuridis; 
memenuhi syarat sesuai peraturan yang 

eu, pengelola barang dapat mempertimbangkan 
menyetujui sesuai batas kewenangannya; 

ggn barang melaksanakan tukar menukar 
oerpedoman pada persetujuan pengelola 
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==seraan serah terima barang yang dilepas dan 
pengganti harus dituangkan dalam Berita 

ran Terima Barang. 

Bagian Keenam 
Hibah 

Pasal61 

33n Daerah dilakukan dengan pertimbangan 
ueet ngan sosial, keagamaan, kemanusiaan, 

eeenggaraan Pemerintahan Daerah. 
serergeimana dimaksud pada ayat (1), harus 

- ... : sebagai berikut : 
pakan barang rahasia Negara; 

merupakan barang yang menguasai hajat 
nyak; 
ken lagi dalam penyelenggaraan 

memtanan Daerah. 

Pasal 62 

h dapat berupa : 
u bangunan yang telah diserahkan 

atau bangunan yang dari awal 
reennya direncanakan untuk dihibahkan sesuai 
czntum dalam dokumen penganggaran; 

Deerah selain tanah dan/atau bangunan 
aemaunyai usia pemakaian tujuh tahun atau 

Barang Daerah berupa tanah dan/atau 
_ akan dihibahkan sebagaimana dimaksud 

uruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas 
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-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
iesanakan oleh pengelola barang setelah mendapat = setujuan Bupati. 
+can sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
ksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
setujuan Bupati. 

h sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
diaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat 
persetujuan pengelola barang. 

Pasal63 
Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah 
dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan 
alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data; 
Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan 
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53; 
Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan, Bupati 
dapat mempertimbangkan untuk menetapkan 
dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang 
akan dihibahkan; 
Proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan 
berpedoman pada persetujuan Bupati; 
Pengelola barang melaksanakan hibah dengan 
berpedoman pada persetujuan Bupati; 
Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan 
harus dituangkan dalam berita acara serah terima 
barang. 
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ibah Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
sal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan 

«=rentuan sebagai berikut : 
Pemakaian Barang Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan dapat mengajukan permohonan hibah 
kepada Bupati; 
Pengguna barang mengajukan usulan kepada 
pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, 
kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern 
SKPD pengguna barang; 
Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan 
pertimbangan untuk menyetujui sesuai batas 
kewenangannya; 
Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang 
berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan 
untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya; 
Pengguna barang melaksanakan hibah dengan 
berpedoman pada persetujuan pengelola barang dan 
Bupati; 
Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan 
harus dituangkan dalam berita acara serah terima 
barang. 

Bagian Ketujuh 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pasal64 
Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang 
Deerah dilakukan dalam rangka pendirian 
pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha 
Mk Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
Daerah; 
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Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan 
sebagai berikut : 
a. Barang Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai 

dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Sadan 
Usaha Milik Daerah dan/atau Sadan Hukum lainnya 
yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan 
pemerintah ; atau 

b. Barang Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh 
Sadan Usaha Milik Daerah atau Sadan Hukum 
lainnya yang dimiliki Daerah baik yang sudah ada 
maupun yang akan dibentuk. 

Pasal65 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Ba rang 
Daerah dapat berupa : 
a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan 

kepada Bupati; 
b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal 

pengadaannya direncanakan untuk disertakan 
sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang 
tercantum dalam dokumen penganggaran ; 

c. Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

Penetapan Barang Daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang akan disertakan sebagai modal 
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas 
kewenangannya. 
Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah 
mendapatkan persetujuan Bupati. 
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- Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 
Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat 
persetujuan pengelola barang. 

Pasal66 
Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) 
huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Pengelola barang mengajukan usul pernyataan 

modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau 
bangunan kepada Bupati disertai dengan 
alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data; 

b. ' Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan 
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67; 

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang 
berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk 
menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau 
bangunan yang akan disertakan sebagai penyertaan 
modal Pemerintah Daerah; 

d. Proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah 
Daerah dengan berpedoman pada persetujuan 
Bupati; 

e. Pengelola barang melaksanakan penyertaan modal 
Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada 
persetujuan Bupati; 
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- Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah 
Daerah dengan melibatkan SKPD terkait; 

g. Pengelola barang menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah kepada DPRD untuk mendapat 
persetujuan; 

h. Pengguna barang melakukan serah terima barang 
kepada badan usaha milik daerah yang dituangkan 
dalam berita acara serah terima barang setelah 
peraturan daerah ditetapkan. 

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 avat (1) 
huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada 

pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, 
kelengapan data, dan hasil pengkajjan tim intern 
SKPD pengguna barang; 

b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan 
pertimbangan dengan syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 67; 

c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang 
berlaku pengelola barang dapat mempertimbangkan 
untuk menyetujui sesuai batas kewenangennya; 

d. Pengelola barang menyiapkan rancangan peraturan 
daerah tentang penyertaan modal Pemerintahan 
Daerah dengan melibatkan SKPD terkait; 

e. Pengelola barang menyampaikan rencangan 
peraturan daerah kepada DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaen modal 
barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati 
berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang 
mili< daerah. 
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=gguna barang melakukan serah terima barang kepada 
• Usaha Daerah atau hukum lainnya yang dituangkan 
- berita acara serah terima barang setelah peraturan 

ah ditetapkan. 

BABX 
PENGHAPUSAN 

Pasal67 
apusan Barang Daerah meliputi : 

Penghapusan dari daftar barang pengguna; 
Penghapusan dari daftar Barang Daerah. 

Pasal 68 
Penghapusan Barang Daerah sebagairnana dimaksud 
da!am Pasal 70 huruf a, dilakukan dalam hal Barang 
Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan 
pengguna barang. 
Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan penerbitan surat keputusan 
penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati atas usul pengelola barang. 
Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola 
barang. 

Pasal69 
. Penghapusan Barang Daerah dari Daftar Barang Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b 
dilakukan dalam hal Barang Daerah dimaksud sudah 
beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena 
sebab-sebab lain. 
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Penghapuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan penerbitan surat keputusan 
penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 

Pasal 70 

Penghapusan Barang Daerah dengan tindak lanjut 
pemusnahan dilakukan apabila Barang Daerah 
dimaksud : 
a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, 

dan tidak dapat dipindahtangankan ; atau 
b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan 
Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat 
keputusan dari pengelola barang setelah mendapat 
persetujuan Bupati. 
Pelaksanaan perusnahan sebagaimana dimasud pada 
ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan 
kepada pengelola barang. 

BAB XI 
PENATAUSAHAAN 

Bagian Pertama 

Fembukuan 

Pasal 71 

Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan 
pencatatan Barang Daerah kedalam Daftar Barang 
Pengquna (DBP) menurut penggolongan kodefikasi 
barang. 
Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan 
pencatatan Barang Daerah kedalam daftar berupa tanah 
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dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Daerah (DBD) 
menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang. 
Penggolongan dan kodefikasi Barang Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l} dan ayat (2) 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal72 
Pengguna barang harus menyimpan dokumen 
kepemilikan Barang Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang berada dalam penguasaannya. 
Pengelola barang harus menyimpan dokumen 
kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada 
dalam pengelolaannya. 

Bagian Kedua 
Inventarisas 

Pasal73 
Pengguna barang melakukan inventarisasi Barang 
Daerah seurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. 
Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap Barang 
Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam 
pekerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi 
setiap iahun. 
Pengguna barang menyampaikan laporan nasil 
inventarisasi sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dam 
ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya 
tiga bulan setelah inventarisasi. 

· Pasal 74 

elola barang melakukan inventarisasi Barang Daerah 
pa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam 

uasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. 
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Bagian Ketiga 
Pela po ran 

Pasal75 
Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang 
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang 
Pengguna Tahunan (LBPT) disampaikan kepada 
pengelola barang. 
Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang 
Daerah (LBD) berupa tanah dan/atau bangunan 
semesteran dan tahunan. 
Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang 
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang 
Daerah (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
serta Laporan Barang Daerah (LBD) berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). 
Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang 
Daerah (LBD) berdasarkan hasil penghimpunan laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

Pasal76 

Laporan Barang Daerah (LBD) sebagaimana dimaksud dalam 
gasal 78 ayat ( 4) digunakan sebagai bahan untuk menyusun 
meraca Pemerintah Daerah. 

BAB XII 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Bagian Pertama 
Pembinaan 

Pasal 77 
_ Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum 

pengelolaan Barang Daerah. 
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Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan dan 
melakukan pembinaan pengelolaan barang sesuai 
dengan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1). 
Bupati menetapkan kebijakan tehnis dan melakukan 
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. 

Bagian Kedua 
Pengawasan dan pengendalian 

Pasal78 
Pengguna barang melakukan pemantauan dan 
penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, 
pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan 
pengamanan Barang Daerah yang berada di bawah 
penguasaannya. 
Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas 
fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan audit 
tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). 
Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan 
Perundang-undangan. 

Pasal79 

Pengelola barang berwenang untuk melakukan 
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan 
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan 
Barang Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Daerah 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pengelola barang dapat meminta aparat pengawas 
fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan audit 
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atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan Barang Daerah. 
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada pengelola barang untuk 
ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 
pengawasan pembinaan dan pengendalian atas barang 
milik daerah di atur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIII 
KETENTUAN LAIN -- LAIN 

Pasal80 
Pejabat/Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang 
dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan 
yang besarnya disesuaikan engan kemampuan Keuangan 
Daerah. 

Pasal81 
Barang Daerah yang digunakan oleh badan layanan 
umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak 
dipisahkan. 

) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Daerah, kecuali terhadap barang-barang 
tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan 
Pemerintah tentang badan layanan umum. 

) Barang Milik Daerah yang telah dipisahkan kepada 
BUMD tetap merupakan kekayaan Daerah yang setiap 
Tahun dilaporkan pertanggung jawabannya kepada 
Bupati tembusan DPRD. 
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Pasal 82 
ztentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur 
-ngelolaan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XIV 
GANTI RUGI DAN SAN KS! 

Pasal83 
Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian 
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan 
Barang Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Setiap orang yang mengakibatkan kerugian Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan 
sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai 
dengan Peraturan Perundang - Undangan. 

BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal84 
Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang 
telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini 
wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen 
kepemilikannya. 
Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
oleh pengelola barang berkoordinasi dengan SKPD 
terkait. 
Sumber biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan 
ketentuan pada cyat (2) dibebankan pada APBD 
Seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh 
ketiga baik dalam bentuk kerja sama maupun telah 
dipisahkan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) 
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2nun telah dilakukan penyesuaian dokumen 
zerjanjjannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini. 

arang Milik Daerah yang berada dalam pengusaan dan 
ztau pengelolaan perorangan atau badan hukum yang 
elum memiliki dokumen perjanjian paling lama 6 
enam) bulan dilakukan penyesuaian sesuai dengan 

Peraturan Daerah ini. 

3upati wajib melaksanakan sensus setiap 5 (lima) Tahun 
sekali atas seluruh Barang Milik Daerah. 

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari 
pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2), (3), ( 4), (5), 
dan (6) dibebankan pada APBD. 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal85 
saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan 
h yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Daerah 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan 
berlaku lagi. 

Pasal86 
k lanjut Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud 

Pasal 85 harus diselesaikan selambat-lambatnya satu 
n terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 
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Pasal87 
Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

- setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
gndangannya dengan menempatkannya dalam 

aran Daerah Kabupaten Kolaka. 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal, 30 September 2010 

BUPATI KOLAKA 

Ttd 

H. BUHARI MATTA 

ngkan di kolaka 
tanggal : 30 September 2010 

ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

MH. 
rAAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2010 

R: 02 
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